
GUBERNUR LAMPUNG 

KEPUTUSANGUBERNURLAMPUNG 
NOMOR: Gj II\!	 jB.V jHKj2014 

TENTANG 

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG RlCRTUGAS
 
MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKlBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
 
BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG
 
MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERlNTAH MEMBAYAR (pEJABAT
 
SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 
NEGARA (APBN)jDEKONSENTRASl PADA BIRO TATA PSMERlNTAHAN UMUM
 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

'<, M em baca 1.	 Nota Dinas Kepala Biro Tala Pemer.intahan Umum Sekrctariat 
Daerah Provinsi Lampung Nomor : 29/I/Dekon TPjOlj2014 
tanggal 20 Januari 2014 Perihal Usulan Pengelola Kegiatan 
APBN Dekonsentrasi pacta Biro Ta.ta Pemerintahan Umum 
Setdaprov Lampung Tahun 2014; 

2.	 Nota Dinas Kopala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat 
Dacr-ah Provinei Larnpung Nomor : 4Y/KPDDK/IjOl/2014 
tanggal 28 .Januari 2014 Hal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA), Pejabat Penandatanganan SPM dan Bendahara 
Pengeluaran, dalarn rangka Program Penataan Administrasi 
Kependudukan Tahun 2014; 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran 
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)jDekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada BIro Tata 
Pcmcrinta.han Urnurn Sekretariat Daerah I'rovinsi Lampung, 
perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
perigeluar-an Anggaran Bclanja [Pejaba.t pernbuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Sur-at 
Perintah Membayar [Pejabat SPMJ, Bendahara Pengeluaran, 
Anggar-an Pendapatan dan Belunja Negara (API3N)j 
Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dar'i segi fisi.k 
maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai 
dengan Dokumen Isia n Pelaksanaan Anggaran [DIPA), 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriari Negara/Lembaga 
(RKA-KLj yang bersangkutan; 

b.	 bahwa Pejabaty Peguwai Neger-i Sipil yang Nama, Pangkat/ 
Golongan, dan NIP sebagaimana tercarrtum dalam Lampiran 
Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk 
ditunjukjdiangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Peja.bat 
yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
penge1uaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
Pejabat yang berwenarig menguji dan menarida tangarii S'urat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNjj 
Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014; 
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c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b 
tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tet-tib, 
perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar [Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro Tata Pemerintahan 
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan 
menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan 
Negara; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana te lah beberapa ka1i diubah, tcrakhir 
dengan Undang-Ondang Nomor 12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pcmcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

4.	 Pet-aturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupate n/Kota; 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara 
sebagaimana te1ah beberapa kali diubah tcrakhir dengan 
Pcraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

6.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organises! dan T'atakerja Sekretariat Daerah Provinsi 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013; 

Memperhatikan:	 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dcpartemen 
Keuangan Nornor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Dcscmber 2005 
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pernbayaran Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA 
ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN 
YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA 
(PEJABAT PEMBUAT KOMITMENI, PEJABAT YANG BERWENANG 
MENGU,n DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
(PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA 
BlRO TATA PEMERlNTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014. 

KESATU Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ 
Golongan, dan NIP sebagairnana tercarrtum dalam ko1om 6, kolom 
7, kolom 8, dan ko1om 9, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bcrtugas me1akukan tindakan yang mcngakibatkan 
pcngeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), 
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KEDUA
 

KETIGA 

KEEMPAT 

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran 
dengan nama programjkegiatan sebagaimana tercanturn dalam 
kolorn 4 Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan 
wewenang sebagai berlkut: 

a. berranggungiawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas 
pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPAj, Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian NegarajLembaga (RKA-KL) yang 
bersangkutan; 

b. bertanggungjawab atas penyele sa.ian kegiatan tepat pada 
waktunya; 

c.	 menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) 
paling lambat tanggal 10 (sepuJuh) setiap bulan untuk 
pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu; 

d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada 
tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang 
lalu; 

e. menyampaikan laporan triwulan sclambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; 

f.	 mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang 
dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 
bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas; 

g. wajib mengadakan pembukuanjpencatatan secara tertib dan 
teratur sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas 
anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis 
pengeluaran; 

2.	 jumlah uangjdana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanjperkembangan kegiatan baik fisik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan. 

h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrakj 
spesifikasi teknis; 

1.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan 
dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 
1 (satu] bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan 

j.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro 
Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi 
Lampung apabila menyangkut kcgiatan fisik yang merupakan 
a set Pemerintah Daerah. 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan 
yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat 
Perintah Kerja (SPK) Korrtrak dan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP]. 

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat 
Perintah Membayar (Pejabat SPMI mempunyai tugas dan 
kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan 
bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 
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KELIMA
 

KEENAM 

KETUJUH 

Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan 
kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, 
menyirnpan, menyerahkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara 
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara pacta Satuan Kerja serta : 

a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan 
teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9jl968 tanggal 26 
September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 2I7/KMK.03jl990 tanggal 22 Februari 1990 
tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 
tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 

c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan 
Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah 
penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan 

d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur 
sehingga setiap saat dapat diketahui: 

1.	 bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, 
Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat 
Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran 
yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran; 

2.	 jumlah uang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaanjperkembangan kegiatan baik fiaik maupun 

keuangan;dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan 

kegiatan. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, 
kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan 
kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan 
Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian 
yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan 
pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan 
pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya. 

Mendelegasikan wewcnang menandatangani pctikan dan salinan 
Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah 
Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Biro 
Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 
Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada 
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung. 
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KEDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitrnen), Pejabat yang berwenang 
menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat 
SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen 
Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang 
ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitrnen), Pejabat yang berwenang menguji 
dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), 
Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan 
dan tercanturn dalam Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBlLAN	 Keputusan irri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai 
dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari temyata terdapat kekeliruan daJam Keputusan ini 
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggaI 1,\- - 20\4 

GUBER R LA	 PUNG, 

,I 

Z.P.SJACHR 

Tembusan: 
1.	 Ketua BPK Rl di Jakarta; 
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 

---- 3. Menteri Keuangan Rl di Jakarta; 
4.	 Kepala Kantor BPK Rl Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 
5.	 Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN)
 

Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 
6.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
7.	 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
8.	 Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
9.	 Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung; 
10.	 Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung; 
11.	 Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bander Lampung: 
12.	 Direktur Utama PT Bank Lampung dl Telukbetung. 

Research
Rectangle



LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G/\\1l IB.V/HK/2014 
TANGGAL : I'J FEBRUARI 2014 

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABATIPNS YANG DlTUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
 
YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEiABAT
 
PEMBUAT KOMITMEN), PEiABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDA TANGANI SURAT PERlNTAH
 

MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.lA NEGARA
 
(APBN)!DEKONSENTRASI PADA BIRO TATA PEMERlNTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
 

PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014
 

----~ 

~ SURAT
PENGESAHAN PEJABAT PEMBUAT KETERANGANI, KlJASA PENGGUNA
 

~DAfTARISIAN
 
MATA PROGRAM:I KEGIATAN 

DANA (Rp) KOMITMENANGGARANA-NGGAMNPELAKSANAAN
! ANGGARAN 

4 5 6 7I. 2 3 

Drs. SYAfRODI, M.Pd
 
2014 NIP. 19610611 198812 [001
 

Pembina Utama Muda (IV/e)
 " I05-12-2013 .
 

1. I 010.04.3.129074/ 935.468.000,-

Kepala Biro Tala Pcmerintehan
 
Umum Setdaprov. Lampung
 

M. HARTAWAN, S.lp,I :Ian 935.468.000,- Dr:>. SYAPRODI. M.Pd 'OIO.04.3.I2~ Biro T~I.1 

20U NIP. 1961{161 [ 198812 I 001 NIP. 19640]11 Pemerlntahan 
05-12-2013 Pembina Utama Muda (IV/e) 198603 1 004 Umum Scrdaprov. 

Kenala Biro Tata Pemcrinlahan Pembina (IV la) Lampung 
Umum Setdaprov. Lampcng 

M. HARTA WAN, S.lp!.lot I v,O.04.3.129074/ 010.04.08. 1237 I Penyclenggaraan Hubungen 935.468.000,­ TOBRL s ses Ora. CHOIRIAH Biro Tata 
2014 Pusat dan Daerah Serra NIP. 19640311 NIP. 1963]009 NIP. 19770317 Pemcrtmanan 
05-12-2013 19860] I 004 Kerjasama Daerah, 1984011001 (9990J 2 003 Umum Setdaprov. 

Pembina (IVfa) Penara Tk. I (Ilf/d) Penata (III/c) Lampung 

(010) 16IJ.S1S.OOO,- I Drs. SYAPRODI. M.Pd 2. 010.08.3.129031 ! Biro Tata 
2014 NIP. 19610611 [98812 I 001 (08) Pemerintahan 
05-12-21)l) Pembina Utama Mode (IV Ie)(12) Umum Setdaprov. 

(129031) Kepala Biro Tata Pemenmahan Lampung 
Umum Setdaprov. Lampung 

) ,
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\ 2 3 4 5 6 7 8 9 to 
2.1. 010.08.3.1290311 

2Ql4 
05-12-2013 

010.08.10. Program Penaraan 
Adminisrasi 
Kependudukan. 

268.525.(100, Drs. SYAPRODI, M.Pd 
NIP. 19610611198812 I DOl 
Pembina Utama Muda (lVIe) 

Kepala Biro Tata Pemerinrahan 
Urnum Setdaprov. Lampung 

Drs. 51'APRODI, M,Pd 
NIP. 19610611 198812 [001 
Pembina Utama Muda (IVIe) 

Kepala Btro TaraPemerrnehan 
Lmurn Setdaprov. Lairpung 

GUNAWAN, S.Sos 
NIP. 196405??: 
1987021001 

Pembina (lV/a) 

SONNI 
FERNANDI. SAN 

NIP. 19830825 
200902 I 002 

Penata Muda Tk { 

Biro Tata 
pemertnmhan 
Umum Setdaprov. 
Lampung 

mUbl 
SONNI 

FER}.JANDl, SAN 
"t"IP.19830825 
200902 1 002 

Penata Muda Tk. I 

BiroTata 
Pemerintahen 
Umum Setdaprov. 
Lampung 

2.Ll. 010.08.3.129031/ 
20[4 
05-12-2013 

010.08.10. 
1273 

Dukungan Manejemen 
danDukungan Teknis 
Lainnya Ditjen 
Kependudukan dan 
Pencauuen stcn. 

268.525.uOO, Drs. SYAPRODl, M.Pd 
NIP, 19610611198812 I 001 
Pembina Urema Muda (IVIe) 

Kepa:a Biro Tata Pemerinrahan 
Umum Setdaprov. Larnpung 

Drs. SYAJlRODl, M.Pd 
N!P. 196106111988121 001 
Pembina Utame Muda([VlcJ 

Kepala Biro Tata Pemerintahan 
Umum Setdaprov. Larnpung 

- GUNAWAN, S.Scs. 
NIP. 19640522 
19&702 l 001 

Pembina (IVla) 

I (Ill/b) 

~ 

GUBE RLA"Y'UNG, 

) SIACHRM~p. 
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